BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional yang berada di Kabupaten.
(Rosidin, 2019) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu
kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai
sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa
merupakan kelompok di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan
perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu
sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah, yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Soemantri,
2010).

Pemerintah desa sangat berperang aktif karena dianggap sebagai elemen
dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau
keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan
kewengan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan memajukan darah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Silahudin, 2015)

Desa Merbaun adalah desa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) Kabupaten Kupang Kecamatan Amarasi Barat. Dalam proses
pengelolaan anggaran dana desa di Indonesia. Desa Merbaun sebagai salah
satu desa yang mendaptkan anggaran dana desa. Setiap dana yang di
alokasikan dari kabupaten/kota ke desa dengan tujuan untuk melakukan
pembangunan serta memberdayakan masyarakat desa, menuju desa yang maju

dan sejahtera.



Dana Desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diprioritaskan
untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rl,
2017).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3)
mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan
angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan
Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari
perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah
tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar
25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan
Geografis sebesar 30%.

Pada tahun 2015 ditetapkan anggaran dana desa untuk setiap desa di
Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan desa-desa yang ada di indonesia
mandiri dan sejahtera dengan adanya pembangunan desa yang dilakukan baik
dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya yang bisa
membangun desa tersebut.

2.2 Rumusan Masalah

Desa Merbaun merupakan salah satu desa di kecamatan Amarasi Barat
yang menerima bantuan dana desa dari pusat, setiap dana desa yang di
diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat,
contoh yang dilakukan pemerintah desa Merbaun adalah memberdayakan
masyarakatnya dengan tujuan agar dapat membantu mansyarakat dalam
kesejahteraan.

Dalam penggunaan dana Desa ini lebih berfokus pada kesejahteraan
masyarakat desa nya, yang menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan
masyarakat desa adalah dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat desa.
Pemberdayaan masyarakat desa dengan bertujuan untuk mendayagunakan

sumber daya manusia dan sumber daya alam.



Dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa merbaun bukan
hanya berasal dari dana desa yang diberikan pemerintah pusat tetapi dana dari
kabupaten/kota.

Dengan memanfaatkan apa yang dimiliki oleh desa ini sehingga desa ini
dapat lebih mandiri untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Seperti
yang diketahui pemerintah memberikan dana untuk setiap desa setiap
tahunnya dengan maksud dan tujuan agar setiap desa di Indonesia dapat lebih
maju, mandiri dan sejahtera dalam mengurus keperluan dari masing-masing
desa tersebut.

Harapan dengan adanya dana desa ini masyarakat desa itu sendiri dapat
membangun desa akan tetapi banyak kasus yang terjadi bukan desa yang
dibangun oleh pemimpin desa melainkan pemimpin desa menyalahgunakan
dana desa yang ada untuk keperluan pribadi sendiri, oleh karena itu banyak
desa-desa di Indonesia masih jauh dari kata maju, mandiri dan sejahtera.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia tentang pengelolaan dana desa
yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa di Indonesia, terjadinya kasus
korupsi oleh kepala desa yang menggunakan anggaran dana desa untuk
keperluan pribadinya.

Dalam penggunaan dana desa di desa merbaun masih ditemukan
pemerintah desa menyalahgunakan dana desa dengan baik dimana
penggunaan dana dana desa tersebut harus digunakan untuk pemberdayaan
masyarakat desa merbaun tetapi pada praktek di lapangan dan pada proses
realisasi dana desa merbaun, kebanyakan dana desa yang digunakan lebih
digunakan untuk pembiayaan untuk jasa pegawai desa serta tunjangan untuk
pemerintah, BPD Dan guru Paud. Hal tersebut merupakan sebuah masalah
yang terjadi di desa merbaun. Dan dana yang direalisasikan untuk tunjangan
pemerintah desa merbaun lebih besar dibandingkan untuk pemberdayaan
masyarakat.

Dan masalah lain yang terjadi di desa merbaun adalah dalam
pembangunan pemerintah hanya lebih fokus membangun dibeberapa tempat

atau dusun tampa memperhatikan setiap kebutuhan masing- masing dusun



sehingga menyebabkan pembangunan yang tidak merata. dan dalam setiap
pemberdayaan contohnya dalam pembentkan kelompok usaha atau yang lain
pemerintah hanya fokus kepada mereka atau orang-orang yang memiliki
hubungan dekat dengan mereka karena di kampung sistem kekeluargaan
masih terasa sehingga pemberdayaannya hanya berfokus atau berpusat pada
ornag-orang tertentu. Dalam ini membust masyarakat yang lain mengalami

kecemburuan sosial sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian

dalam ini adalah:

a. Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran dana desa di desa Merbaun
tahun 2019?

b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan
masyarakat melalui dana desa di desa Merbaun tahun 2019

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan

penelitian yang ingin di capai sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat
melalui program anggaran dana desa di desa Merbaun tahun 2019

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat
pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa di desa Merbaun
tahun 2019

1.5 Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam mengetahui
bagaimana kebijakan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa dalam
upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Adanya
pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dapat membantu masyarakat

desa agar lebih mandiri dan mengembangkan setiap potensi yang ada di desa.

1.6 Kajian Pustaka

Penulisan ini peneliti mencari referensi dari penelitian-penelitian

sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau



kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga mencari referensi dari

buku-buku atau skripsi secara online untuk mendapatkan informasi tentang

teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan

teori.

Berikut penelitian-penelitian yang dijadikan perbandingan dalam

penulisan ini yaitu :

Tabel 1.1 Daftar Perbandingan Penelitian-Penelitian

No Nama Judul penelitian Keterangan
skripsi

1.|Pajar Hatma | Pemberdayaan 1. Metode penelitian yang

Indra Jaya masyarakat digunakan adalah
) melalui I
(mahasiswa pengembangan pendekartan kualitatif
S1, desa wisata di . Teori/konsep yang
Universitas desa Wisatal digunakan adalah Konsep
Islam Negeri Bejiharjo emberdayaan
g Kecamatan P y

Sunan Kali Karangharjo Masyarakat, pendekatan
Jaga, Kabupaten terbentuknya desa wisata,
Yogyakarta) Gunung Kidul tujuan pemberdayaan,

bentuk-bentuk
pemberdayaan, dan

definisi wisata

. Hasil penelitian

menyatakan bahwa
penelitian ini
dikembangkan pariwisata
alternative karena adanya
kejenuhan terhadap jenis
kepariwisataan yang
selama ini telah
dikembangkan yaitu

pariwisata massal, yang




merusak lingkungan dan
juga sosial budaya
masyarakat. Sehingga
untuk mengantisipasi
dampak negatif dari
pariwasata massal, maka
dikembangkanlah
pariwisata alternative
yakni pariwisata pedesaan.
Kesimpulan dari penelitian
ini adalah terbentuknya
desa wisata di Bejiharjo
berwal dari gagasan
pemerintah melalui dinas
kebudayaan dan pariwisata
kemudian dikelola oleh
masyarakat setempat.
Pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan
desa wisata yang dilakukan
oleh pengelola yaitu
masyarakat itu sendiri.
Pengembangan berdampak
pada bidang ekonomi yang
meliputi peningkatan
pendapatan masyarakat
serta menciptakan lapangan
baru (http://digilib.uin-
suka.ac.id/8267/1/BAB%20,
2020)




.| Miftahudin

(Mahasiswa
S.1
Universitas
Islam
Indonesia,

Yogyakarta)

Akuntabilitas dan
transparansi
pemerintah desa
terhadap
pengelolaan dana
desa di desa
Panggungharjo
Kecamatan
Sewon Kabupaten
Bantul)

1. Metode penelitian

yang digunakan adalah
penelitian kualitatif
Teori/konsep yang
digunakan adalah teori
Good Govenance,
konsep birokrasi, serta
teori agensi.

Hasil penelitian
menyatakan bahwa
Pengelolaan keuangan
Dana Desa yang
diterapkan oleh
pemerintah desa
Panggungharjo sudah
sesuai dengan
perundang-undangan
maupun
ketentuanketentuan
yang berlaku.
Disamping itu proses
pengelolaan keuangan
Dana Desa melibatkan
masyarakat mulai dari
tahapan perencanaan
sampai dengan
pengawasan. Meskipun
pengelolaan Dana Desa
yang dilakukan sangat
baik, tetapi pemahaman
masyarakat mengenai
kebijakan Dana Desa
masih rendah.
Kesimpulan dari
penelitian ini adalah
Pelaksanaan
pertanggungjawaban
Dana Desa oleh
pemerintah desa
secara teknis maupun




administrasi sudah baik.
Tetapi dalam hal
laporan realisasi
penggunaan Dana Desa,
pemerintah desa hanya
membuat laporan
dengan format laporan
seadanya. Dikarenakan
belum adanya aturan
spesifik yang
membahas mengenai
format yang seharusnya
dilakukan. BPD dalam
menjalankan fungsinya
berjalan dengan baik
tetapi kurang optimal.
Ini dikarenakan terdapat
beberapa faktor yang
menjadikan kendala,
yakni Sumber Daya
Manusia (SDM).
(09:56., 2020)

Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan
penggunaan pengelolaan dana desa dengan lokasi penelitian di Desa Merbaun
Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Selain perbedaan lokasi
penelitian, dalam penelitian ini juga berfokus kepada kebijakan pengelolaan
dana desa yang di peroleh dari APBN dan APBDes sedangkan dua penelitian
diatas lebih terfokus kepada pemberdayaan masyarakat dan Akuntabilitas dan

transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di desa

Penelitian ini juga dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan
penggunaan pengelolaan dana desa desa Merbaun sehingga masyarakat lebih
maju dan mandiri dalam mengembangkan setiap potensi ada di desa sehingga

tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

1.7 Landasan Teori



1.7.1 Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asala usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran
dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
(Widjaja, 2003).

Menurut Sunardjo (Tahir, 2006) , desa merupakan suatu kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah
tertentu batas-batasnaya, memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena
keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi,
sosial dan keamanan.

Menurut Hanif Nurcholis (Rosidin, 2019), desa adalah yang
penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan demikian kesimpulannnya,
desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan di dalamnya
mereka saling bergotong-royong dan memiliki suatu sistem kehidupan.

Selain itu ada beberapa hal yang dapat diperhatikan tentang unsur-unsur
desa. Menurut Bintarto unsur-unsur yang harus ada dalam desa adalah:

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif beserta pengunaanya,
termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan
geografis setempat.

b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan kepadatan,
persabaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

c. Tata kehidupan, dalam hal tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan
warga desa. Jadi menyangkut seluk kehidupan masyarakat desa ( rural

society)

Pemerintah Desa memiliki pengaturan desa yang berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki tujuan pengaturan

desa yaitu sebagai berikut:



a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah
dengan keberagaman sebelumnya sepenuhnya sudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

b. Memberikan kejelasan status kepastian hukum atas desa dalam system
ketatanegaraan Republik Indonesia

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
desa

d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama

e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efesien dan efektifm,
terbuka serta bertanggung jawab

f.  Meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna
mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

h. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional.

i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dibawah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentnag desa,
merupakan pintu terdepan dalam pembangunan nasional dan bahkan
pemerintah pusat dibawah pemerintah Jokowi jilid pertama merumuskan
pembangunan nasionalnya dengna konsep “ NAWACITA”. Dalam
NAWACITA ini, pendekatan yang digunakan tidak lagi” Indonesia
membangun desa tetapi bergeser menjadi desa pembangunan Indonesia.”
Pergeseran ini disertai dengan perubahan posisi negara dalam
pembangunan nasional (Undang-undang, 2007)

Fokus utama Jokowi dalam pembangunan desa sebagaimana di
tujukan oleh Permendes No. 11 Tahun tentang prioritas penggunaan dana
desa pasal 5 adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat dengan tujuan;
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Peningkatan khualitas hidup

I

Peningkatan kesejahteraan

o

Penanggulangan kemiskinan
d. Peningkatan pelayanan publik

Kebijakan ini tentu masih mencerminkan modal pembangunan Orde
baru yang kental dengan fokus pembangunan pada pertumbuhan ekonomi,
negaramengambi peran sentral dalam pembangunan desa, meknisme
pembangunan yang otoriter dan mengabaikan demokrasi desa.

Kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal
usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (desa, 2018).

1.7.2 Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan desa merupakan upaya mempersiapkan masyarakat
desa seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan dalam mewujudkan,
kemajuan,kemandirian dan kesejahteraan dalam dalam Susana keadilan
sosial yang berkelanjutan. Selain itu mengalami kesulitan untuk
melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan kelatarbelakangan. Dengan
kata lain pemberdayaan adalah memanpukan dan memandirikan
masyarakat (Astawa, 2019)

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu penembangan (enabling), upaya
untuk memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya
kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, pemberdayaan tidak hanya terjadi
di masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga pada
masyrakat yang memliki daya masih terbatas, dapat dikembangkan
mencapai kemandirian (Teguh, 2004)

Konsep pemberdayaan berkaitan dari dua istilah yang saling
bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya, terutama bila
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dikaitan dengan kamampuan mengakses dan menguasai potensi dari
sumber kesejahteraan sosial (T, 2008).

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan dan
hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya
dan masyarakat seutuhnya. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat
mengandung makna mengembangkan memandirikan, menswadayakan,
dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah
terhadap kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor kehidupan (Onny
s, 1996)

Menurut Sudjana (Sekolah, 2001), pentingnyan pembangunan
masyarakat yang menitikberatkan sector ekonomi ialah agar masyarakat
dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektro
ini, tanpa mengabaikan peranan sektor lainnya, sekaligus dapat
menurunkan tingkat kemiskinan penduduk

Pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan tidak cukup hanya
dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha, yang
sama atau memberikan modal tetapi diikuti pula dengan perubahan
struktur sosial , ekonomi, masyarakt melalui peningkatan peran,
produktivitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses teradap hal-hal
berikut:

a. Sumber daya
b. Teknologi
c. Pasar, dan

d. Sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk fasilitasnya, jug memerlukan peran aktif dari kelompok masyarakat
di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama. Tujuan utama
pemberdayaan yang dilakukan leh pemerintah adalah meningkatkan taraf

hidup masyarakanya.
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1.7.3

Kemandirian desa dipengaruhi pula oleh karakteristik masyarakat.
tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi dan tingkat keguyuban adalah
sebagian komponen yang mempengaruhi peran serta dan kontribusi
masyarakat kepada desa. Masyarakat menjadi sumber daya manusia
(SDM) yang bisa diandalkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
desa. Status sosial ekonomi warga yang relative baik merupakan modal

untuk mewujudkan desa yang mandiri

Kemandirian desa juga di pengaruhi oleh perlakuan pemerintah tingkat
atas kepada pemerintah dalam menyikapi konsep desentralisasi desa.
Misalnya, dalam otonomi penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah
kabupaten memberikan kelonggaran kepada pemerintah desa untuk
mengurus rumah tangganya, tetapi hal ini tidak didukung oleh kesiapan
dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya.
Melihat kondisi kapasitas masyarakat pada umumnya relatif masih kurang,
peran dan eksistensi pemerintah masih menjadi faktor pendorong penting
bagi pembangunan di desa

Pembanguna Desa

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang
disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi
anggota masyarakat secara keseluruhan. Konsep pembangunan bersifat
netral terhadap suatu arah tertentu dari perkembangan masyarakat. Arah
positif yang disengaja atau disadari peningkatan dalam pembangunan
adalah berupa peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan dianggap sangat identik dengan industrialisasi. Tujuan
utamanya cukup jelas: untuk meningkatkan pendapatan dan dalam proses
itu memberi orang miskin akses ke berbagai barang dan layanan kemudian
tersebar luas di masyarakat maju. Singkatnya, masyarakat semakin kaya
atau lebih makmur; dan kemakmuran diukur dalam angka dolar. Artinya,
orientasi dari pembangunan adalah produktifitas meningkat (John Rapley,
2007)
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Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi
dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara
definisi  keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda.
Sumarja,menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (community
development) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada
kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (rural development)
mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan
hidupnya (Numan, 2015)

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan
desa meliputi: a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah
pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. b.
Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya
dari masyarakat pedesaan. d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan
mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam
menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan
mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Numan, 2015).

Menurut .W Rostow, pembangunan adalah proses yang bergerak
dalam satu garis lurus yakni, dari masyarakat terbelakang ke masyarakat
negara yang maju. Menurut Rogers, pembangunan adalah perubahan yang
berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai
kehendak suatu Negara. (http://repository.uin-
suska.ac.id/4112/3/BAB%2011.pdf, 2020).

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.

1. Tahap Perencanaan Perencanaan pembangunan desa disusun secara
berjangka yaitu rencana pembangunan jangkah menengah desa untuk
jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau
yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran
dari rencana pembangunan jangkah menegah desa untuk jangka waktu

1 tahun. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan
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mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan
pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan
musyawarah  perencanaan  pembangunan desa.  Musyawarah
perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program,
kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa. Prioritas, program,
kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia,
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan
dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
peningkatan kualitas ketertiban dan ketetraman masyarakat desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Tahap Pelaksanaan Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan
rencana kerja pemerintah, pembangunan desa dilaksanakan oleh
pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan
semangat gotong-royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan
dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

. Tahap Pengawasan Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat
desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa, serta masyarakat desa melaporkan hasil
pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan
desa kepada pemerintah desan dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan masyarakat desa berpatisipasi dalam musyawarah desa
untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa (Desa,
2018).

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional
dapat dilihat dalam berbagi segi yaitu :
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1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara
hidup yang tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup
yang lebih baik dan maju. Sebagai proses maka pembangunan desa
lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut segi sosial maupun
segi psikologi. b.

2. Pembangunan desa merupakan suatu  “metode”  yang
mengusahakan agar rakyak berkemauan membangunan diri mereka
sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang
mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih
menekankan pada tujuan yang ingin dicapai.

3. Pembangunan desa merupakan suatu “program”  untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir
dan batin. Sebagai suatu program pembangunan desa lebih
ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.

4. Pembangunan desa merupakan suatu “gerakan” untuk memajukan
masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional Bangsa Indonesia,
yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
pancasila. Sebagai gerakan makan pembangunan desa ditekankan
pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarakan proses,
metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

1.8 Alur pemikiran
Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Namun, dalam
penelitian ini lebih banyak diuraikan tentang perencanaan.. Dapat dilihat

alur berpikir yang telah dibuat sebagai berikut :

Kerangka berpikir Kebijakan Dana Desa

Dana Desa
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:

Proses Kebijakan Dana desa

i |

e Faktor

Hasil - pendukung
‘ e Faktor

penghamb

1.9 Metode Penelitian
Metode penilitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran atau
memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang
ada. Penelitian berlokasi di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat
Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penggunaan
dana desa dalam memberdayakan masyarakat.

1.9.1 Jenis Penilitan

Jenis penilitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan
menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek serta objek penilitian.
Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

1.9.2 Sumber Data
Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
responden yang di perlukan oleh peniliti, baik wawancara dengan nara
sumber dengan narasumber dan pengumpulan data lainnya. Data primer
yang dibutuhkan adalah tanggapan dari pemerintah desa dan mayarakat

terkait penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Data Sekunder
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak
langsung dari lokasi penilitian antara lain di lakukan melalui
arship/laporan tantang penggunaan dana desa dalam memberdayakan
masyarakat
a. Data-data tentang laporan penggunaan dana desa dalam

pemberdayaan masyarakat desa tahun 2019 serta pencapaian
b. Data-daata umum tentang lokasi penelitian mencakup jumlah

penduduk, letak geografis dan sebagai lainnya.

1.9.3 Metode Pengumpulan Data

a.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang
tertulis dan relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang
berhubungan dengan desa serta pemberdayaan masyarakat desanya
Studi lapangan vyaitu pengumpulan data dimana penulis secara
langsung ke objek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian
sebagai berikut:
1) Wawancara
Melakukan penelitian dengan wawancara, Yaitu tanya jawab
dengan para narasumber untuk mendapatkan data-data yang
diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan
respon atau orang yang diwawancarai dan adapun bantuan pihak
ketiga dalam membantu peneliti melakukan wawancara dalam
melakukan wawancara ini juga melalui alat komunikasi yaitu
telepon. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu sebagai berikut:
a) Kepala desa
b) Sekretaris desa/Bendahara
c) Kaur
d) BPD

e) Masyarakat desa sebanyak 5 orang

2) Dokumentasi
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Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data Yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkapa,
sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
1.9.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara induktif,
dengan model metode perbandingan tetap. Metode ini dimulai dengan
mereduksi data, pengakatagorisasian, sintesiasi dan menyusun hipotesi
kerja. Langakah-langakah tersebut dijelaskan dengan disesuaikan pada
subjek penelitian yang diteliti di lapangan nantinya, untuk menganalisis
penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan informasi, melalui wawancara mendalam.

b. Reduksi, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai
dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

c. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk
tabel, ataupun uraian penjelasan.

d. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. Wawancara yang diajukan
kepada informan semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar
untuk membuat kesimpulan.

1.10 Sistematika penulisan

Dalam penyusunan penilitian ini, sistematika penulisan yang di gunakan

adalah sebagai berikut:

BAB I. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah,
pertanyaan penilitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,
kajian pustaka, landasan teoritik, bagan alur berpikir, metode

penelitian dan sistmatika penulisan.

BAB Il. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang tempat penelitian
secara rinci diantaranya etnis, jumlah penduduk, pendidikan,

pekerjaaan dan sarana dan prasarana.
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BAB IIl. Bab ini menguraikan tentang penggunaan dana desa dalam
meberdayakan masyarakat desa Merbaun pada tahun 2019, serta
apa saja pencapaian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat
desa dan hasil kesimpulan wawancara pemerintah desa dan

masyarakat desa setempat

BAB IV. PENUTUP
Kesimpulan dan saran

Temuan penelitian, hasil penelitian, dapat dikatakan merupakan
inti dari laporan penelitian karena temuan merupakan sesuatu yang

sesungguhnya dicari oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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